
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG 

PAKAIAN ADAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa pakaian adat merupakan salah satu warisan 
budaya yang menjadi identitas daerah dan simbol 

budaya lokal, sehingga harus dilindungi dan 
dilestarikan; 

b. bahwa di tengah arus globalisasi, terdapat 
kekhawatiran pakaian adat mulai ditinggalkan oleh 
masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang 

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan 
kesadaran kolektif dalam melestarikan pakaian adat; 

c. bahwa berdasarkan lampiran huruf v Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian 
urusan pemerintahan bidang kebudayaan, 

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan 
untuk mengelola kebudayaan yang masyarakat 
pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu 

Daerah Provinsi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung tentang Pakaian Adat; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



 
 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6 0 5 5 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6713); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 

tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6837); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelestarian 
Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 

Nomor 2 Seri E); 

 

 



 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG TENTANG PAKAIAN ADAT. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung. 

5. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas 
pada Pemerintah Provinsi. 

7. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang 
menyelenggarakan usahanya di wilayah Provinsi. 

8. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan 
dan pengajaran yang beroperasi di wilayah Provinsi. 

9. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang 
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara 

sukarela berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang beroperasi di wilayah Provinsi. 

10. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan 

kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan 
kesamaan maksud dan tujuan tertentu berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang beroperasi di 

wilayah Provinsi. 

11. Pakaian Adat adalah pakaian yang berciri khas adat 

Provinsi yang digunakan sebagai wujud penghargaan 
dan pelindungan keberagaman budaya yang 



 
 

mencerminkan sifat kesopanan, kebersihan, dan 
kebanggaan serta identitas simbol budaya daerah 

bagi pemakainya. 

12. Pakaian Adat Sehari-Hari adalah Pakaian Adat yang 
digunakan dalam kegiatan sehari-hari. 

13. Pakaian Adat Pengantin disebut sebagai Paksian 
adalah Pakaian Adat yang digunakan dalam acara 
perkawinan atau acara besar lainnya. 

14. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan 
intelektual yang dimiliki secara bersama oleh 

masyarakat. 

 
Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. unsur Pakaian Adat; 

b. penggunaan Pakaian Adat; 

c. pendaftaran hak kekayaan intelektual; 

d. insentif dan penghargaan; 

e. kerjasama; 

f. promosi dan edukasi pakaian adat; 

g. pembinaan dan pengawasan; dan 

h. pembiayaan. 

 

Pasal 3 

Maksud dari Peraturan Daerah ini yakni sebagai 
pedoman serta mendorong penggunaan Pakaian Adat 

yang baik dan benar; 

 

Pasal 4 

Tujuan dari Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. menjaga dan memelihara kelestarian Pakaian Adat 

dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter, dan 
budi pekerti; dan 

b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

melestarikan Pakaian Adat.   

 

BAB II 
UNSUR PAKAIAN ADAT BANGKA BELITUNG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

Pakaian Adat Bangka Belitung terdiri dari: 

a. Pakaian Adat Sehari-Hari; dan 



 
 

b. Pakaian Adat Pengantin. 

 

Bagian Kedua 
Pakaian Adat Sehari-Hari 

Pasal 6 

(1) Unsur Pakaian Adat Sehari-Hari untuk laki-laki 
sekurang-kurangnya yakni sebagai berikut: 

a. kepala songkok/kopiah hitam/resam atau 

destar/stanjak sebagai penutup kepala; 

b. baju teluk belanga lengan panjang dengan 

kancing ditengah berjumlah 4 (empat) buah dan 
1 (satu) saku timbul di dada kiri, kerah model 
shanghai menutup leher, dipinggir kiri kanan 

baju ada belahan sepanjang 10 (sepuluh) 
centimeter; 

c. kain/sarung/tenunan cual yang disimpitkan; 

dan 

d. celana panjang berbahan sama dengan baju, 2 

(dua) saku kiri kanan di bagian pinggul, dan 
pinggang karet; 

(2) Unsur Pakaian Adat Sehari-Hari untuk perempuan 

sekurang-kurangnya yakni sebagai berikut: 

a. baju berbentuk kurung dengan panjang sampai 

melebihi bawah lutut; 

b. rok berbentuk kurung dengan bahan kain 
batik/tenunan cual; dan 

c. mengenakan sanggul/kerudung. 

(3) Unsur Pakaian Adat Sehari-Hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 
Pakaian Adat Pengantin 

Pasal 7 

(1) Pakaian Adat Pengantin didasarkan pada desain, 

kebudayaan, serta filosofis yang ada di masing-
masing Kabupaten/Kota. 

(2) Unsur Pakaian Adat Pengantin untuk laki-laki 

sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. baju kurung dengan jubah panjang sebatas lutut 
dengan selempang; 

b. celana panjang berbahan sama dengan baju; 

c. menggunakan sungkon/peci/kopiah dengan 

hiasan sebagai penutup kepala; 



 
 

d. kain sarung plekat yang disimpitkan; 

e. pending untuk pinggang; dan 

f. slop sebagai alas kaki. 

(3) Unsur Pakaian Adat Pengantin untuk perempuan 
sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. baju kurung yang terbuat dari bahan sutra atau 
beludru; 

b. mengenakan kain bersusur, kain lasem atau 

kain tenun 

c. mahkota paksian sebagai hiasan kepala; 

d. mengenakan sanggul tilang dengan aksesoris 
kepala bunga cempaka, daun bambu, dan 
burung hong; 

e. perhiasan kalung, anting, dan gelang;  

f. penutup dada (teratai); dan 

g. slop sebagai alas kaki. 

 
BAB III 

PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT BANGKA BELITUNG 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 8 

(1) Pakaian Adat Sehari-hari sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk kegiatan 
sehari-hari. 

(2) Pakaian Adat Pengantin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk acara 
perkawinan atau upacara resmi. 

(3) Upacara resmi. 

(4) Acara resmi dan tidak resmi. 

 

Pasal 9 

Pengaturan lebih lanjut terkait penggunaan pakaian 
adat sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

sampai Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Kedua 
Pakaian Adat Pengantin 

Pasal 10 

(1) Pakaian Adat Pengantin digunakan pada upacara 
atau acara resmi, diantaranya: 

a. acara perkawinan; 

b. peringatan hari kemerdekaan Republik 



 
 

Indonesia; 

c. peringatan hari ulang tahun Provinsi; dan 

d. acara atau upacara resmi lainnya. 

(2) Pakaian Adat Pengantin digunakan oleh: 

a. pengantin serta penyelenggara acara 

perkawinan; dan 

b. Aparatur Sipil Negara. 

(3) Pengantin serta penyelenggara acara perkawinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat 
menggunakan Pakaian Adat Pengantin sesuai 

dengan Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi acara 
dengan tidak mengesampingkan unsur yang 
sekurang-kurangnya harus ada dalam pakaian adat 

pengantin. 

(4) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b menggunakan salah satu Pakaian 

Adat Pengantin Kabupaten/Kota. 

(5) Dalam peringatan hari kemerdekaan Republik 

Indonesia dan ulang tahun Provinsi, Gubernur 
mendorong penggunaan salah satu Pakaian Adat 
Pengantin Kabupaten/Kota secara bergantian.  

(6) Pakaian Adat Pengantin dapat digunakan oleh 
Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi 

Masyarakat dan Perkumpulan pada hari-hari 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

BAB IV 
PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka pelindungan hak kekayaan intelektual 
komunal Pakaian Adat, Gubernur mendorong dan 

memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
mendaftarkan hak kekayaan intelektual Pakaian 
Adat Pengantin masing-masing Kabupaten/Kota. 

(2) Hak kekayaan intelektual komunal Pakaian Adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan 

kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum. 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kebudayaan. 

(4) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diantaranya: 

a. administrasi; 

b. pendaftaran 

c. pendanaan; 



 
 

d. bantuan riset dan penelitian; dan 

e. bentuk fasilitasi lainnya. 

 
BAB V 

INSENTIF DAN PENGHARGAAN 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif 
kepada Badan Usaha, Organisasi Masyarakat, dan 

Perkumpulan yang menggunakan Pakaian Adat 
Sehari-hari dan/atau Pakaian Adat Pengantin. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. uang; 

b. barang; 

c. piagam penghargaan; dan/atau 

d. bentuk insentif lainnya yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan.   

 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif 
kepada masyarakat yang menyelenggarakan acara 

perkawinan dengan menggunakan Pakaian Adat 
Pengantin. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 

a. Pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; 

b. Pengurangan atau pembebasan pungutan lain; 

c. barang; dan/atau 

d. bentuk insentif lainnya yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka membuat Pakaian Adat menjadi 
terjangkau dan berkualitas, Pemerintah Daerah 

dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang 
menyelenggarakan usaha di bidang produksi 

Pakaian Adat. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. barang; 

b. penghargaan; dan/atau 

c. bentuk insentif lainnya yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 



 
 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan secara 

khusus kepada Aparatur Sipil Negara, Badan Usaha, 
Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan/atau 
Perkumpulan yang secara konsisten menggunakan 

dan mempromosikan Pakaian Adat. 

(2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan secara 
khusus kepada produsen Pakaian Adat melalui 

mekanisme perlombaan. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dapat berbentuk: 

a. uang; 

b. barang; 

c. piagam penghargaan; dan/atau 

d. bentuk insentif lainnya yang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dapat dijadikan sebagai satu rangkaian 

acara dengan peringatan hari ulang tahun Provinsi. 

 

Pasal 16 

Pengaturan lebih lanjut terkait pemberian insentif dan 
penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

sampai Pasal 15 diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

BAB VI 

KERJASAMA 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Provinsi mengoordinasikan 

Bupati/Walikota dan pemerintah desa dalam 
mewajibkan penggunaan Pakaian Adat kepada 

aparatur sipil negara yang bekerja di lingkup 
pemerintahan daerah atau pemerintah desa masing-
masing. 

(2) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan instansi 
Pemerintah Pusat dan Perguruan Tinggi yang 

beroperasi di Provinsi dalam mendorong penggunaan 
Pakaian Adat bagi pegawainya. 

 

BAB VII 

PROMOSI DAN EDUKASI PAKAIAN ADAT 

Pasal 18 

(1) Dalam rangka menggali lebih dalam unsur serta 
filosofis dari Pakaian Adat, Pemerintah Provinsi 

melaksanakan penelitian terkait Pakaian Adat.  



 
 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui kerjasama dengan: 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota; 

b. Perguruan Tinggi; 

c. Badan Usaha; dan/atau 

d. Organisasi Masyarakat atau Perkumpulan yang 
berfokus pada kebudayaan Daerah. 

 

Pasal 19 

(1) Dalam rangka memperkenalkan Pakaian Adat secara 

lebih luas, Pemerintah Provinsi melaksanakan 
promosi dan penyebarluasan Pakaian Adat. 

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui kerjasama dengan: 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota; 

b. Perguruan Tinggi; 

c. Badan Usaha; dan/atau 

d. Organisasi Masyarakat atau Perkumpulan yang 

berfokus pada kebudayaan Daerah. 

 

Pasal 20 

(1) Dalam rangka memperbanyak persediaan Pakaian 
Adat, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan 

produsen Pakaian Adat untuk meningkatkan 
produksi Pakaian Adat. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu Pemerintah Daerah bekerjasama dengan 
Badan Usaha dalam membiayai peningkatan 
produksi. 

 
BAB VII 

PROMOSI DAN EDUKASI PAKAIAN ADAT 

Pasal 21  

(1) Dalam rangka memperkenalkan Pakaian Adat 

Bangka Belitung secara nasional dan internasional, 
Pemerintah Daerah wajib mempromosikan Pakaian 

Adat Bangka Belitung. 

(2) Dalam melaksanakan Promosi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 

bekerjasama dengan: 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota; 

b. media masa;  

c. ahli budaya; dan/atau 

d. tokoh publik. 



 
 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 22 

(1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

penggunaan Pakaian Adat Bangka Belitung. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan kepada: 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 

b. masyarakat. 

 

Pasal 23 

(1) Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
huruf a dilakukan dengan cara: 

a. sosialisasi kewajiban penggunaan Pakaian Adat; 

b. pemberian insentif kepada Badan Usaha, 
Organisasi Masyarakat, atau Perkumpulan yang 

mendukung penggunaan Pakaian Adat; 

c. penelitian Pakaian Adat Bangka Belitung; dan 

d. pendaftaran hak kekayaan intelektual komunal 

atas Pakaian Adat Pengantin milik masing-
masing Kabupaten/Kota. 

(2) Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan 
dengan cara:   

a. sosialisasi; 

b. pelatihan; 

c. lomba; dan/atau  

d. kegiatan lain secara berkelanjutan. 

 

Pasal 24 

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan 
penggunaan Pakaian Adat dengan cara memantau dan 

mengevaluasi penggunaan Pakaian Adat. 

 

BAB IX 
PEMBIAYAAN  

Pasal 25 

(1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
bersumber dari:  

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

dan/atau  

b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan 



 
 

peraturan perundang-undangan.  

 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26  

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari 
Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) 
tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 
Pasal 27 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 11 September 2025 
 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

HIDAYAT ARSANI 

 
Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 11 September 2025 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 
FERY AFRIYANTO 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 
2025 NOMOR 2 SERI E 

 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR (3-120/2025) 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto 
 

HARPIN 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19690911 200212 1 007 


